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Abstract 

Tamansari tourism village is one of the tourist villages in the City of Yogyakarata which is included 
in the Stubs category. Of course this is not expected, because Tamansari tourism village has a lot 
of potential. Community-based tourism development collaboration is the answer to overcome 
these problems. The concept of collaboration in the development of community-based tourism is 
expected to make Tamansari tourism village develop or be independent. This research method 
uses descriptive qualitative type, in knowing tourism collaboration management, data analysis is 
used by emphasizing structured and unstructured interview instruments in order to obtain com-
plete data. This research concludes that the collaboration does not fully implement the principles 
of collaboration, and the collaborative process does not work in synergy. The results showed that 
stakeholders who played a direct role in tourism development were the Yogyakarta city tourism 
office, Patehan village head, academics, village tourism managers, and tourism service providers 
/ providers. The pattern of cooperation between the government and the community is in the 
form of guidance, and collaboration between the academics and the community is in the form of 
studies. Exclusive facilitative and institutional leadership has become an obstacle to the collabo-
rative process of developing Tamansari tourism village. 
Keywords: Collaborative Governance, Tourism Village, Tourism Development collaboration. 

 
Abstrak 

Kampung wisata Tamansari merupakan salah satu kampung wisata yang berada di Kota Yog-
yakarata termasuk dalam kategori “Rintisan”. Tentu hal ini bukan yang diharapkan, karena kam-
pung wisata Tamansari memiliki banyak potensi. Kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adanya konsep ko-
laborasi dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadikan kam-
pung wisata Tamansari berkembang atau mandiri. Metode penelitian ini menggunakan jenis 
deskriptif kualitatif, dalam mengetahui tatakelola kolaborasi wisata di gunakan analisa data 
dengan menekankan istrumen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur bertujuan agar di-
peroleh data yang komplit. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama yang ter-
jadi belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak berjalan 
secara bersinergi. Hasil penelitian menunjukan stakeholder yang berperan dalam pengembangan 
secara langsung adalah dinas pariwisata kota Yogyakarta, lurah Patehan, akademisi, pengelola 
kampung wisata, dan pelaku/penyedia jasa wisata. Pola kerjasama pihak pemerintah dengan 
masyarakat berupa pembinaan, dan kerjasama pihak akademisi dengan masyarakat berupa 
pengkajian. Kepemimpinan fasilitatif dan Kelembagaan yang eksklusif menjadi faktor pengham-
bat proses kolaborasi pengembangan kampung wisata Tamansari. 

Kata kunci: Collaborative Governance, Kampung Wisata, kolaborasi Pengembangan Wisata. 
 



Tatakelola Kolaborasi…(Deden Saputra) 

86 
 

PENDAHULUAN 
 
Salah satu destinasi wisata yang sedang di-

promosikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 
saat ini adalah wisata Kampung, wisata kam-
pong menjadi salah satu alternatif wisata pri-
madona kunjungan wisatawan. Saat ini Kam-
pung atau desa wisata menjadi daya tarik bagi 
wisatawan asing maupun wisatawan lokal 
dengan menawarkan produk berupa alam dan 
budaya (Danar, 2019; Hidayah & Fatoni, 
2019). Menurut Rencana Strategis Dinas Pari-
wisata DIY pada Tahun 2008 jumlah kampung 
atau desa wisata hanya berjumlah 30, seiring 
adanya pertumbuhan kampung atau desa 
ingin ikut berpartisipasi dalam wisata menjadi-
kan kampung atau desa wisata pada tahun 
2014 mengalami peningkatan jumlah sangat 
pesat menjadi 112 kampung. 

Dari perkembangan itu dapat di pahami 
bahwa banyaknya kampung atau desa yang 
ikut berpartisipasi membuat kualitas prosen-
tasenya rendah karena masih ditemua 
berbagai permasalahan dalam pengem-
bangannya (Agus, 2016). Setidaknya dalam 
menciptakan pelayanan yang baik untuk kun-
jungan wisatawan ke Yogyakarta Dinas Pari-
wisata DIY mempunyai 4 program strategis 
pelaksanaan wisata, yaitu pada pengem-
bangan destinasi, pemasaran, kemitraan, dan 
pengembangan desa/kampung wisata. Semua 
program di atas akan terlaksana melalui 
kegiatan strategis, prioritas, efektif, dan 
efisien. Secara sinergi berkaitan dengan ta-
takelola wisata yang baik maka pemerintah 
dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam 
upaya pengembangan.  

Pada 2018 Dinas Pariwisata Kota Yogya-
karta melakukan akreditasi kampung wisata 
yang sudah berjalan pada 8 kampung, yaitu: 
kampung Gedongkiwo, kampung Sosromen-
duran, kampung Kadipaten, kampung Warung 
Boto, kampung Rejowinangun, kampung 
Cokrodiningrat, kampung Tamansari, dan 
Kampung Dipowinatan (Arifa, 2018). 
Akreditasi ini di berikan berdasarkan PERWALI 

Yogyakarta No. 115 Tahun 2016 tentang 
penyelenggaraan kampung wisata. Tujuan 
dari akreditasi ini agar mempermudah 
pemerintah dalam membantu pengembangan 
Kampung wisata yang terkait melalui kate-
gorinya masing-masing (Hidayah & Fatoni, 
2019). 

Kampung wisata Tamansari sudah 
melewati akreditasi sebagai kampung wisata 
dalam kategori “Rintisan” (Arifa, 2018). Kam-
pung wisata Tamansari mempunyai potensi 
serta peluang yang besar di bandingkan kam-
pung wisata lain karena dari peningkatan 
wisatawan yang ada di Objek Wisata Taman-
sari (Water Castel). Penelitian ini pun menjadi 
menarik karena saat ini baik pemerintah, 
swasta, akademisi, dan masyarakat berusaha 
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 
oleh Kampung Tamansari. Ini menyatakan 
bahwa kampung atau desa wisata suatu ben-
tuk baru yang penerapan pariwisata dengan 
berbasis masyarakat (Community Based Tour-
ism ‘CBT’) dan berkelanjutan, yang dimana da-
lam pembangunan paiwisata ini memberikan 
peluang kepada masyarakat untuk lebih ber-
partisipasi khususnya pada pengembangan 
destinasi (Sidiq & Resnawaty, 2017). 

Melalui analisis sumber informasi yang ada, 
permasalahan mendasar penelitian ini di 
lakukan karena Kampung wisata Tamansari 
belum berkembang dengan baik karena tidak 
termasuk dalam krakteria sebagai kampung 
wisata mandiri atau pun berkembang dari segi 
kelembagaan, produk, pelayanan (sarana & 
prasarana), dan pengelolaan yang ada di nilai 
masih kurang dan perlu penguatan serta pen-
ingkatan kualitasnya (Hidayah & Fatoni, 2019; 
Rusqiyati, 2019). Juga menghadapi permasala-
han seperti masalah kerjasama antara stake-
holder yang masih belum optimal.  

Dalam mengatasi permasalahan yang ter-
jadi di kampung wisata Tamansari harus ada 
peran yang optimal antara masing-masing 
stakeholder dengan tatakelola kolaborasi 
secara strategis dan sinergis melalui pihak 
terkait untuk mengatasi permasalahan 
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pengembangan kampung wisata Tamansari 
yang begitu kompleks dan tidak bisa di atasi 
hanya dengan satu pihak (Dwiyanto, 2015; 
Zaenuri, 2017). Agar nanti kedepannya Kam-
pung Wisata Tamansari dapat menjadi kam-
pung dengan krakteria Berkembang dan maju. 
Dengan penelitian ini diharapkan peneliti 
mengetahui bagaimana pengembangan kam-
pung taman sari dari segi Tatakelola ko-
laborasinya dengan melihat kendala yang ada 
dalam proses kerjasamanya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, patut 
dipertanyakan beberapa hal sebagai berikut: 
1) Bagaimana peran pemerintah, swasta, 
akademisi, dan masyarakat dalam pengem-
bangan wisata kampung Taman Sari? 2) 
Bagaimana pola hubungan kerjasama yang 
terbentuk? dan 3) Bagaimana Tatakelola ko-
laborasi di antara stakeholder? 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif 

kualitatif. maka dalam mengetahui tata kelola 
wisata di gunakan analisa data secara kuali-
tatif. Peneliti juga memaparkan secara rinci 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
penelitian, adapun penelitian ini sebagai 
penelitian yang di lakukan untuk 
mendeskripsikan tentang Tata Kelola Pengem-
bangan Kampung Wisata Taman Sari Berbasis 
Masyarakat di Kota Yogyakarta.  

Untuk menentukan subjek pada penelitian 
ini di pergunakan dengan teknik purposive 
sampling, penelitian ini menekankan pada 
kualitas informan dan bukan kuntitas atau 
jumlah informan. Dalam memperoleh data un-
tuk penelitian ini menggunakan beberapa 
teknik yaitu observasi, teknik interview atau 
wawancara, dan juga teknik dokumentasi.  

Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data Matthew B. 
Miles (1992) dalam Salim (2006) yang terdiri 
dari pengumpulan data, pemilihan data (re-
duksi data, penyajian data, Langkah selanjut-
nya menarik kesimpulan dan saran. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Peran Stakeholder Terkait Pengembangan 
Kampung Wisata Tamansari 

 Peran adalah aspek dinamis dari 
kedudukan apabila seseorang individu atau 
kelompok melakukan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, itu mempunyai 
arti bahwa mereka telah menjalankan suatu 
peran (Soekanto, 2002). Pada suatu program 
pembangunan berdasarkan peranannya dapat 
diklarifikasi sebagai berikut: 

1. Policy creator yaitu stakeholder yang 
berperan mengambil keputusan dan 
penentu suatu kebijakan. 

2. Koordinator yaitu stakeholder yang 
berperan mengkoordinasikan stake-
holder lain yang terlibat. 

3. Fasilitator yaitu stakehoder yang ber-
peran memfasilitasi dan mencukupi 
yang dibutuhkan kelompok sasaran. 

4. Implementer yaitu stakeholder yang 
berperan sebagai pelaksana kebijak-
kan yang didalamnya termasuk ke-
lompok sasaran. 

5. Akselelator yaitu stakeholder yang 
berperan mempercepat dan memberi 
kontribusi agar suatu program berjalan 
sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat 
waktu pencapaiannya (Nugroho, Zau-
har, & Suryadi, 2014). 

 
Stakeholder dimaknai sebagai individu, ke-

lompok/organisasi yang memiliki kepent-
ingan, terlibatan, atau di pengaruhi oleh 
kegiatan/program pembangunan (Sjaifudian, 
Ford, & Bandung Trust Advisory, 2003). Dalam 
mengidentifikasi stakeholder ada 3 unsur yang 
dapat di gunakan untuk syarat individu atau 
kelompok di anggap sebagai stakholder, apa-
bila memiliki unsur kekuasaan, legitimasi, dan 
urgensi. unsur itu juga menentukan sejauh 
mana individu atau kelompok itu mempunyai 
arti yang penting (Mitchell, Agle, & Wood, 
1997). Pada pengelolaan pariwisata 
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pemangku kepentingan di bagi menjadi stake-
holder primer/utama sebagai individu atau ke-
lompok yang mendukung sangat penting un-
tuk kelangsungan hidup dan fungsi organisasi 
sektor pariwisata, dan stakeholder sekunder 
sebagai individu atau kelompok yang tidak 
penting untuk kelangsungan hidup organisasi 
tetapi yang di masa lalu, sekarang atau dimasa 
depan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 
oleh organisasi (Clarkson, 1995). 

Pengembangan kampung wisata melibat-
kan Lurah patehan sebagai bagian dari 
perangkat kampung mempunyai peran se-
bagai fasilitator berperan memberikan atau 
menyediakan fasilitas yang mampu 
mencukupi kelompok sasaran, koordinator 
berperan mengkoordinasi antara stakeholder, 
dan implementer sebagai pelaksana dari ke-
bijakan. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta se-
bagai Stakholder yang mempunyai kewajiban 
atas ruang lingkup yang sudah diatur dengan 
tupoksinya dan bertanggung jawab kepada 
Walikota Yogyakarta. Dengan demikian Lurah 
Patehan dan Dinas Pariwisata Kota mempu-
nyai kekuasaan, legitimasi, serta urgensi 
sesuai peraturan dengan perannnya. Pada 
pengelolaan pariwisata stakeholder di bagi 
menjadi dua dengan melihat intensitas keterli-
batannya, pada kamwis Tamansari aktor yang 
terlibat yaitu Lurah Patehan dan Dinas Pari-
wisata Kota Yogyakarta sebagai stakeholder 
Primer/utama sebagai individu dan kelompok 
yang sangat penting dalam mendukung ke-
langsungan hidup dan organisasi Kamwis Ta-
mansari.  

Selain itu ada pemerintah Walikota Yogya-
karta dan Dinas Pariwisata DIY terkait sebagai 
stakeholder sekunder. Walikota Yogyakarta 
mempunyai peran sebagai policy creator 
“pengambil keputusan dan penentu suatu ke-
bijakan”. Dinas Pariwisata DIY mempunyai 
peran sebagai policy creator “pengambilan 
keputusan dan penentu kebijakan”, koordina-
tor “mengkoordinasi setiap stakeholder”, dan 
fasilitator “memfasilitasi juga mencukupi apa 
yang di butuhkan stakeholder” secara tidak 

langsung dalam pengembangan kamwis Ta-
mansari, stakeholder sekunder Clarkson 
(1995) dalam Zaenuri (2018) ini dianggap tidak 
penting bagi kelangsungan Kamwis Tamansari 
tetapi untuk masa lalu, sekarang, dan masa 
depan dapat juga mempengaruhi perkem-
bangan wisata. 

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang, 
kepariwisataan (Sunaryo, 2013) ada dua lem-
baga swasta kepariwisataan yang di tetapkan 
sebagai mitra kerja pada wisata oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, maupun 
masyarakat sebagai pengelola wisata di suatu 
wilayah yaitu Badan Promosi, dan Gabungan 
Industri. Dinas pariwisata Kota Yogyakarta 
menggait ASITA, dalam kerjasamanya berupa 
mendatangkan wisata dengan bentuk 
pemaketan wisata kampung yang di koordi-
nasi oleh Pemerintah atau dinas pariwisata 
kota Yogyakarta. Peneliti berpendapat pihak 
Swasta yang terlibat dalam pengembangan 
kampung wisata Tamansari mempunyai 
kekuasaan, legitimasi, serta urgensi sesuai UU 
No. 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan. 
ASITA Yogyakarta termasuk dalam Pemangku 
kepentingan sekunder. Mereka mempunyai 
peran sesuai dengan pengembangan wisata 
terkait dengan pelaksana dari kebijakan. Na-
mun dari segi keterlibatan dalam pengem-
bangan kampung Wisata ASITA terlibat secara 
tidak langsung, keterlibatan mereka juga ber-
sifat luas tidak hanya berfokus dalam satu ob-
jek wisata. 

Beda hal dalam pengelolaan dan pengem-
bangan Kampung wisata Tamansari tidak ada 
campur tangan swasta yang mempunyai 
perannya secara langsung, semua yang 
menyangkut pelayanan untuk wisatawan 
kampung wisata Tamansari di sajikan oleh 
masyarakat setempat sebagai bagian dari 
pengelola dan pelaku wisata. Pihak kamwis 
Tamansari hanya melakukan kerjasama 
dengan pihak akademisi UGM secara langsung 
dalam pengembangan kampung seperti 
pengkajian untuk masyarakat dalam pengel-
olaan homestay walaupun di kampung tidak 
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memiliki fasilitas Homestay. Pihak akademisi 
juga memberi masukan serta bantuan 
mengenai pengelolaan wc yang sebagai sa-
rana dalam wisata kampung. Dalam kerjasama 
ini masyarakat kampung berhasil mengem-
bangkan wc umum untuk wisatawan yang 
mampu memberikan dampak positif kepada 
pendapatan kampung wisata Tamansari. Dari 
uraian diatas Peneliti berpendapat pihak 
Akademisi yang terlibat dalam pengembangan 
kampung wisata Tamansari mempunyai 
kekuasaan, legitimasi, serta urgensi sesuai 
RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 
dan Perwal No.115 Tahun 2016 tentang 
penyelenggaraan Kampung wisata. Akademisi 
sebagai stakeholder utama/primer yang terli-
bat secara langsung dalam pengembangan 
Kampung wisata Tamansari yang di koordinasi 
oleh pengelola kampung wisata Tamansari. 
Pihak akademisi mempunyai sebagai Imple-
menter berperan sebagai pelaksana dari ke-
bijakan. 

Urusan dalam penyelenggaraan di bidang 
pariwisata peran masyarakat sudah tidak bisa 
di ragukan lagi, apalagi dalam urusan wisata 
desa/kamwis keterlibatan masyarakat men-
jadi hal yang sangat penting dalam pengem-
bangan wisata secara individu atau kelompok. 
Mendukung pendapat diatas kampung wisata 
merupakan pariwisata berbasis masyarakat 
kegiatan pembangunan yang dilakukan sepe-
nuhnya dari masyarakat, oleh masyarakat, 
dan untuk masyarakat, dengan ide dan 
pengelolaan secara terlibat dan pemanfaatan 
dapat langsung di rasakan oleh masyarakat 
setempat (Sidiq & Resnawaty, 2017; Demar-
toto, 2009; Nugroho 2017; Muallidin, 2007). 
Dari pihak masyarakat Stakeholder Pri-
mer/utama Kamwis Tamansari dari adalah 
pengelola kampung wisata dan pelaku 
wisata/penyedia jasa wisata yang mempunyai 
keterlibatan secara langsung dengan 
wisatawan dalam memberikan pelayanan 
maupun dalam memperkenalkan produk dan 
atraksi wisata. Pengelola kampung wisata 
yang ketuanya di pilih langsung oleh lurah 

Patehan bertugas mengkoordinasi dalam 
mengurus semua yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pengembangan wisata. 
Pengelola kamwis Tamansari mempunyai 
peran sebagai fasilitator “menyediakan fasili-
tas yang dibutuhkan kelompok sasaran”, 
koordinator “mengkoordinasi stakeholder 
yang terlibat”, dan implementer “pelaksana 
dari kebijakan”. Sedangkan Pelaku/Penyedia 
Jasa wisata mempunyai peran sebagai koordi-
nator, dan Implementer.  

Untuk Stakeholder Sekunder dari pihak 
masyarakat dalam pengembangan Kampung 
wisata adalah Forum Komunikasi kampung 
wisata yang di bentuk dari semua kampung 
wisata di Kota Yogyakarta, Tujuan di ben-
tuknya Forum Komunikasi Kampung Wisata 
adalah sebagai sarana dan media tukar untuk 
informasi, komunikasi, dan kerjasama antara 
pengelola kampung wisata dalam upaya 
pengembangan kampung wisata itu sendiri. 
Dengan memiliki tugas menampung dan 
menyampaikan aspirasi serta permasalahan 
yang terjadi pada kampung wisata kepada di-
nas pariwisata, Forkom Kamwis mempunyai 
peran sebagai Stakeholder pelaksana dari ke-
bijakan. Pada pengelolaan pariwisata stake-
holder di bagi menjadi dua dengan melihat in-
tensitas keterlibatannya, peneliti mengidenti-
fikasi Forkom dengan tiga unsur yaitu 
kekuasaan, legitimasi, serta urgensi dengan 
menyesuaikan peraturan UU No. 10 tahun 
2009, tentang kepariwisataan, dan Perwal 
No.115 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan 
Kampung wisata. 
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Pola Hubungan Kerjasama Stakeholder 
Gambar 1. 

Stakeholder Sekunder 
 

 
 Sumber: diolah dari data primer 

Dari gambar 1 pola hubungan kolaborasi 
yang di lakukan oleh Stakholder sekunder di-
atas dalam pengembangan Kampung wisata 
khususnya kampung wisata Tamansari 
menunjukan pihak stakeholder terkait saling 
membutuhkan dalam upaya pengembangan 
Kamwis di Kota yogyakarta. Keterlibatan 
mereka sebagai stakeholder pengembangan 
Kamwis dapat di simpulkan bahwa 
pemerintah di dalamnya ada walikota dan Di-
nas pariwisata DIY mempunyai kendali yang 
besar sebagai aktor yang membuat regulasi 
serta kebijakan untuk masyarakat dan swasta 
dalam menjalankan pengembangan kampung.  

Sedangkan untuk Stakeholder sekunder 
dari masyarakat sendiri di bentuklah sebuah 
FORKOM (Forum Komunikasi Kampung 
Wisata) yang di mana mempunyai kewajiban 
untuk mendukung dan melaksanakan regulasi 
penyelenggaraan serta pengembangan kam-
pung wisata. Paling tidak dengan adanya Fo-
rum Komunikasi Kampung Wisata ini memper-
mudah koordinasi antara pemerintah dengan 
masyarakat dan masyarakat dengan swasta 
terkait program yang akan di lakukan untuk 
pengembangan kampung.  

Untuk pihak swasta dari Stakeholder 
sekunder terdiri dari ASITA sebagai pihak 
swasta yang bergerak di bidang pariwisata 
mempunyai kewajiban dalam membantu 

pemerintah untuk mengembangkan sektor 
pariwisata di setiap daerah melalui per-
wakitan di daerah. Dalam pengembangan 
kampung wisata di Kota Yogyakarta ASITA 
mempunyai peran merespon dan mendukung 
semua kebijakan pemerintah di bidang pari-
wisata khususnya kampung wisata, merespon 
dalam bentuk usulan dan mendukung ber-
bentuk program yang akan di siapkan untuk 
masyarakat dalam pengembangan Kampung 
wisata. 

Gambar 2. 
Stakeholder Primer/utama 

 
 Sumber: diolah dari data primer 

Pada gambar 2 keterlibatan mereka se-
bagai stakeholder primer pengembangan 
Kamwis dapat dilihat bahwa pemerintah di da-
lamnya ada Dinas Pariwisata kota Yogyakarta 
dan Lurah Patehan mempunyai kewajiban 
yang besar sebagai aktor yang menjalankan 
regulasi serta kebijakan dalam bentuk pem-
binaan untuk masyarakat dan menginforma-
sikan kebijakan ke Akademisi. Sedangkan 
pengelola Kampung wisata Tamansari dan 
pelaku/jasa wisata yang di mana mempunyai 
kewajiban untuk mendukung dan 
melaksanakan/mengikuti pembinaan yang di 
adakan oleh lurah Patehan dan dinas pari-
wisata kota Yogyakarta terkait dengan penye-
lenggaraan pengembangan kampung wisata.  

Masyarakat juga melakukan kerjasama 
dengan UGM sebagai pihak Akademisi yang 
mendukung kebijakan pemerintah mengem-
bangkan sektor pariwisata di kampung wisata 

Walikota Yogyakarta, 
Dinas Pariwisata DIY 

Association Of 

The Indonesia 
Tours and Travel 

Forum Komu-

nikasi Kampung 
Wisata 

Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta, Lurah 

Patehan 

Akademisi Uni-

versitas Gajah 
Mada 

Pengelola, 

pelaku/penyedia 
jasa 
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Taman sari, melalui koordinasi yang di lakukan 
oleh pihak pengelola kampung. Dalam 
pengembangan kampung wisata Tamansari 
akademisi mempunyai peran di dalam 
pelaksanaan program yang berkaitan dengan 
pengembangan Kampung Wisata Tamansari 
yaitu berupa pangkajian. 

 
Tatakelola Kolaborasi Dalam Pengembangan 
Kampung Wisata Tamansari 

Salah satu konsep governance yang paling 
mengedepankan prinsip kerjasama dan untuk 
menjelaskan fenomena kolaborasi dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pelayanan dikembangkan adalah konsep Col-
laborative Governance (Zaenuri, 2018). Di-
mana collaborative governance berkaitan 
dengan governance atau bisa di katakan se-
bagai bagian dari tipenya. Konsep ini berpikir 
ketika dalam sesuatu kondisi penting akan ada 
kerjasama antara aktor public dan aktor 
swasta yang nantinya akan menciptakan 
sesuatu produk hukum, aturan, dan kebijakan 
untuk penyelenggaraan publik (Ansell & Gash, 
2008).  

Mendukung pendapat di atas, Collabora-
tive Governance didefinisikan sebagai proses 
dan struktur pengambilan keputusan ke-
bijakan publik dan manajemen yang melibat-
kan orang-orang secara konstruktif pada ba-
tas-batas lembaga publik, tingkat pemerinta-
han, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk 
melaksanakan kepentingan banyak bersifat 
umum yang tidak bisa di ciptakan jika di 
lakukan dengan satu pihak (Emerson, 
Nabatchi, & Balogh, 2012). Konsep Collabora-
tive Governance suatu proses yang mempu-
nyai sifat bertransformatif, proses transpor-
masi kolaboratif bermula dari kolaborasi an-
tara pemerintah dengan pemangku kepent-
ingan lain dengan sifat komando, pada tahap 
ini pemerintah mempunyai kontrol yang kuat, 
pemangku kepentingan lain tidak terlibat da-
lam pengambilan keputusan (hirarki). Beri-
kutnya Coordination pemerintah dan 
pemangku lain sudah terjadi proses 

pengambilan keputusan dengan sifat Kolektif, 
kemudian hubungan bersifat kolektif tersebut 
meningkat menjadi hubungan bersifat 
kooperatif. Dimana hubungan koperatif ini su-
dah adanya berbagi ide dan sumberdaya 
dengan tujuan untuk mendapatkan maanfaat 
bersama. Pada tahap akhir adalah hubungan 
yang bersifat kolaboratif, sifat kolaboratif ini 
sudah terjadinya hubungan sampai tahap 
berbagi kreasi yang berwujud bentuk lembaga 
dengan sifat permanen dan otonom (Sher-
gold, 2008). 

Menurut Wildavsky (1973), sebagaimana 
dikutip oleh Wanna and O'Flynn (2008, p. 3) 
bahwa kolaborasi melibatkan beberapa di-
mensi yang berbeda. Pertama, kolaborasi bisa 
melibatkan kerjasama untuk membangun 
kesamaan, meningkatkan konsistensi dan me-
nyelaraskan kegiatan antara aktor-aktor. 
Kedua, kolaborasi dapat menjadi proses nego-
siasi, yang melibatkan kesiapan untuk berk-
ompromi dan membuat trade-off. Ketiga, ko-
laborasi dapat melibatkan peran pengawasan, 
pemeriksaan, menarik bersama-sama dan 
koordinasi pusat. Keempat, kolaborasi dapat 
melibatkan kekuasaan dan pemaksaan, ke-
mampuan untuk memaksa hasil atau me-
maksakan preferensi sendiri kepada yang lain, 
sampai batas tertentu, dengan kepatuhan 
atau keterlibatan mereka. Kelima, kolaborasi 
dapat melibatkan komitmen dan niat masa de-
pan, kemungkinan berperilaku, perencanaan 
atau persiapan untuk menyelaraskan 
kegiatan. Keenam, kolaborasi dapat menum-
buhkan keterlibatan, pengembangan motivasi 
internal dan komitmen pribadi untuk 
kegiatan, keputusan, tujuan organisasi atau 
tujuan yang lebih strategis. Meskipun ken-
yataannya dari keenam dimensi yang ada ter-
sebut tidak selalu berjalan konsisten atau 
pelengkap satu sama lain, tetapi juga bisa ber-
sifat saling eksklusif. 

Menurut Ansell and Gash (2008, p. 545) 
Collaborative Governance mempunyai 6 krite-
ria, adanya forum yang melibatkan lembaga 
publik maupun aktor-aktor yang menjadi 
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lembaga publik formal, aktor non publik atau 
pemerintah juga termasuk di dalam forum ter-
sebut, semua yang terlibat mempunyai andil 
dalam mengambil keputusan, forum bersifat 
formal yang merupakan rapat bersama, forum 
sebagai tempat musyawarah dan mufakat, 
fokus kolaborasi pada kebijakan dan pengel-
olaan public. Adapun model tahapan dan 
proses collaborative Governance mulai dari 
kondisi awal (Starting Conditions) mengatur 
dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan model 
sosial yang menjadi sumber daya atau 
kewajiban selama kolaborasi. Kedua, Kepem-
impinan fasilitatif (Facilitative leadership) me-
nyediakan mediasi penting dan fasilitas untuk 
proses kolaborasi. Desain kelembagaan (Insti-
tusional design) menetapkan aturan dasar di-
mana kolaborasi berlangsung. Terakhir ter-
jadinya proses kolaborasi yang di lakukan 
dengan tahapan sebagai berikut; 1). Dialog ta-
tap muka (face to face dialog); 2). Membangun 
kepercayaan (trust building); 3). Komitmen 
terhadap proses (commitment to the proses); 
4). Berbagi pemahaman (shared understand-
ing); dan 5). Hasil sementara (Intermediate 
outcomes) (Ansell & Gash, 2008). Setelah 
mengidentifikasi dari keterlibatan stakeholder 
Sekunder dan stakeholder primer/utama.  

Untuk kolaborasinya memfokuskan ke 
Stakeholder primer, di karenakan stakeholder 
primer mempunyai keterlibatan yang secara 
langsung dalam pengembangan kampung 
wisata Tamansari. Jika di lihat dari keterli-
batannya stakeholder primer merupakan 
penggerak utama kolaborasi yang terjadi di 
kampung wisata Tamansari. 
Dalam konsep kolaborasi dapat di jelaskan 
dengan cara peneliti mengidentifikasi faktor 
yang berpengaruh terlebih dahulu dalam ko-
laborasi pengembangan wisata kampung Ta-
mansari dengan tujuan untuk lebih me-
mahami proses kolaborasi yang terjadi. 
Ketidak Seimbangan Sumber daya 

Pihak pemerintah menjaga sumber daya 
masyarakat dengan pengamatan berupa pem-
binan seperti mengadakan workshop dan 

pelatihan yang di adakan oleh pihak 
pemerintah kepada masyarakat kampung 
wisata Tamnsari.  Maka dalam kolaborasi 
masyarakat mempunyai keseimbangan dalam 
pengembangan kampung wisata tamansari 
karena tetap di jaga oleh dinas pariwisata kota 
yogyakarta dan stakeholder lainnya seperti 
pihak akademisi yang juga terlibat di dalam 
pengembangan kampung dan meningkatkan 
sumberdaya masyarakat. Dalam ko-
laborasinya pihak masyarakat juga tidak perlu 
khawatir karena pengembangannya juga 
hanya di lakukan oleh beberapa stakeholder 
yang telah di koordinasi sebelum memulai ker-
jasama. 
Insentif Untuk Berpartisipasi 

Pemerintah dinas pariwisata kota Yogya-
karta dan Lurah Patehan berpartisipasi dalam 
kolaborasi untuk pengembangan kampung 
wisata ini dengan tujuan mencapai visi ber-
sama dalam penyelenggaraan pembangunan 
di bidang pariwisata. Untuk tujuan pihak 
akademisi berpartisipasi adalah mendukung 
kebijakan pemerintah dengan melakukan pro-
gram terkait pengembangan kampung wisata 
Tamansari.  

Peace (1995) dalam (Sidiq & Resnawaty, 
2017, p. 40), mengartikan perkembangan 
kampung wisata sebagai bagian dari suatu 
proses dengan menekankan cara mengem-
bangkan atau memanjukan desa wisata. 
Secara spesifik, pengembangan kampung di 
artikan sebagai upaya usaha untuk 
melengkapi dan meningkatkan fasilitas dalam 
objek wisata sebagai tujuan memenuhi kebu-
tuhan wisatawan yang berkunjung. Masyara-
kat setempatlah yang mempunyai peran pent-
ing dalam usaha perkembangan yang juga se-
bagai tuan rumah karena sudah pasti sumber 
daya dan keunikan tradisi maupun budaya su-
dah melekat pada komunitas yang sebagai un-
sur utama pada kegiatan wisata. Keberasilan 
pengembangan kampung wisata tergantung 
pada tingkat penerimaan yang dilakukan 
masyarakat dan tingkat dukungan dari 
masyarakat.  
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Partisipasi masyarakat dalam kolaborasi 
pengembangan kampung sangatlah besar ka-
rena dari kerjasama yang di lakukan, masyara-
kat mendapatkan keuntungan. Walaupun bisa 
di katakan bahwa partisipasi masyarakat tidak 
bersifat suka rela tetapi dengan adanya keun-
tungan yang di dapat dari kerjasama yang di 
lakukan berupa pengembangan kampung 
wisata Tamansari membuat partisipasi 
masyarakat akan semakin tinggi. 
Prasejarah Antagonisme dan Kerjasama 

Merujuk pada prasejarahnya kampung Ta-
mansari tercipta dari potensi yang ada pada 
objek wisata yang di miliki keraton yogyakarta. 
Objek wisata itu di kenal dengan Tamansari 
yang berupa bangunan cagar budaya, 
masyarakat dalam kampung tidak di libatkan 
dalam pengelolaanya karena untuk menjaga 
kelestarian dari bangunan cagar budaya itu 
sendiri. Maka semakin ke sini masyarakat me-
manfaatkan peluang dalam prospek pari-
wisata, dalam mengembangkan objek wisata 
kampung yang berawal dari potensi heritage, 
dan budaya masyarakat.  

Serta dengan adanya konsep kampung 
wisata Tamansari masyarakat tidak hanya 
memfasilitasi wisatawan yang berkunjung di 
kampung wisata Tamansari, melainkan secara 
tidak langsung juga ikut memfasilitasi 
wisatawan yang berkunjung di Objek wisata 
Tamansari. sejarah kerjasama yang terjadi 
pada masyarakat tidak menimbulkan sifat an-
tagonisme karena kerjasama yang di lakukan 
tidak bersifat MOU, yang dapat 
mempengaruhi hubungan antara Stakeholder 
yang terlibat nantinya. Dimana masyarakat 
hanya mendukung perkembangan dari pari-
wisata yang sudah ada dengan menyediakan 
jasa wisata di kampungnya.  
Kepemimpinan Fasilitasi (Facilitative Leader-
ship) 

Pengelolaan kampung wisata Tamansari 
tidak terlepas dari sosok pemimpin yang 
mampu berkerjasama dengan pihak-pihak 
yang terlibat serta memiliki pengetahuan 
berkaitan dengan pariwisata dan pengalaman 

yang baik pula di pariwisata. Pemimpin dalam 
kampung wisata Tamansari adalah ketua 
pengelola kampung itu sendiri dengan 
mempunyai peran mengurus segala kebu-
tuhan yang di perlukan untuk kampung wisata 
Tamansari, dan mengorganisir masyarakat un-
tuk menyiapkan atraksi di sana.  

kampung wisata Tamansari mempunyai 
pemimpin yang berperan penting di dalam 
pengembangan kampung wisata Tamansari. 
Tidak hanya itu ketua kampung wisata Taman-
sari juga sebagai penampung aspirasi 
masyarakat kampung, serta mempunyai 
kewajiban untuk menyelesaikan permasala-
han yang terjadi di lingkungan kampung, dan 
juga sebagai penghubung antara masyarakat 
dan pemerintah/stakeholder lain. Masyarakat 
seperti pelaku/penyedian jasa kampung masih 
mengandalkan seorang tokoh pemimpin yang 
menjadi panutan dalam kegiatan atau 
pengambilan kebijakan dalam pengembangan 
kampung, tentu itu tidak baik untuk kebu-
tuhan kedepannya dalam jangka panjang. 
Desain Kelembagaan (Intitutional Design) 

Design kelembagaan Kampung wisata su-
dah di atur dalam bentuk peraturan dasar 
yang jelas termasuk keterlibatan partisipasi 
antara masing-masing pemangku dengan 
perannya. Adanya aturan itu juga sangat di bu-
tuhkan sebagai acuan penyelenggaraan kam-
pung wisata agar pengembangan kampung 
dapat terarah, di dalam peraturan penyeleng-
garaan kampung wisata juga mewajibkan se-
luruh kampung wisata untuk memiliki kelem-
bagaan dan legalitas secara formal. Dalam 
pengembangan kampung wisata Tamansari 
design kelembagaan itu pun terwujud ber-
dasarkan peraturan yang sudah ada, jadi akan 
memperjelas siapa yang menjadi pemangku 
kepentingan di dalam kampung wisata Ta-
mansari.  

Pada kelembagaan kampung Tamansari 
sendiri dalam upaya pengembangan kampung 
di pandang perlunya penguatan kelembagaan, 
dengan meningkatkan kualitas dari kelem-
bagaan agar kerjasama pada pengembangan 
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dapat berjalan dengan baik. Perlunya pengu-
tan itu dikarenakan Pengurus yang ada pada 
kelembagaan kampung wisata masih memiliki 
perkerjaan utama yang membuat keterlibatan 
dalam pengembangan kampung menjadi ku-
rang optimal. Pada kelembagaan kampung 
wisata Tamansari sendiri tidak tertulis pihak 
akademisi yang ikut terlibat. Kelembagaan 
kampung Tamansari pula masih belum 
mempunyai legalitas secara formal, hanya 
memiliki surat keputusan dari kelurahan 
setempat. 
Proses Kolaborasi (Collaborative Process) 

Selanjutnya setelah membahas faktor yang 
mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, 
sekarang peneliti membahas tentang proses 
kolaborasinya. 
Komunikasi dialog tatap muka (face to face) 

Pada dialog terkait kolaborasi dalam 
pengembangan kampung wisata Tamansari 
dalam lingkup masyarakat di mulai dengan 
pertemuan yang di lakukan masyarakat kam-
pung menyangkut permasalahan-permasala-
han yang terjadi. Permasalahan yang terjadi 
tersebut, dapat di katakan sebagai pemicu ko-
laborasi spontan yang akan terjadi di ling-
kungan masyarakat sebagai pelaku/penyedia 
jasa wisata. Hal itu sangat berguna karena dari 
permasalahan yang terjadi dapat 
mempengaruhi pengembangan kampung se-
bagai kampung wisata. Dialog juga di lakukan 
bersama pihak lain yang ikut terlibat dalam 
pengembangan kampung seperti halnya dinas 
pariwisata kota yogyakarta, lurah patehan, 
dan pihak akademisi UGM.  Dialog komu-
nikasi tatap muka di lakukan dengan pihak 
akademisi UGM dengan masyarakat dalam hal 
pengkajian terkait pengembangan kampung 
wisata Tamansari berupa penelitian dan kajian 
yang di koordinasi oleh pengelola kampung 
wisata Tamansari. Penelitan serta kajian itu 
bertujuan untuk memberi arahan dalam 
pengelolaan kampung wisata. Dialog tatap 
muka yang di lakukan dengan pertemuan 
aktor tidak berjalan secara bersinergi karena 
keterlibatan pemerintah dinas pariwisata kota 

yogyakarta saat ini dalam pertemuan ber-
dialog lebih sering di lakukan di dalam bentuk 
pembinaan yang di buat bersamaan dengan 
pertemuan kampung wisata lainnya. Untuk 
pertemuan yang lebih sering di lakukan oleh 
pihak pemerintah dari kelurahan dengan 
masyarakat untuk membicarakan hal yang 
berkaitan dengan pengembangan kampung 
wisata maupun permasalahan yang terjadi di 
kampung wisata Tamansari. 
Membangun Kepercayaan (Trust Building) 

Pelaksanaan pengembangan kampung 
wisata Tamansari tidak mungkin di lakukan 
hanya dengan satu pihak saja. Namun juga ha-
rus di lakukan dengan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan dan mempunyai wewenang 
dalam pengembangan kampung wisata Ta-
mansari. Semua itu di karenakan aturan dalam 
penyelenggaraan kampung wisata, masing-
masing pihak sudah mempunyai tugasnya.  

Dalam pengembangan di kampung wisata 
Tamansari kepercayaan aktor masyarakat 
meliputi pengelola dan pelaku/penyedia jasa 
wisata sangat di perlukan untuk bekerjasama 
dengan aktor lain yang terlibat, itu karena 
masyarakat sebagai roda penggerak berbagai 
kegiatan di kampung wisata. kepercayaan 
masyarakat pun sudah tumbuh seiring adanya 
pertemuan yang di lakukan antar aktor yang 
terlibat dalam pengembangan kampung.  

Pemerintah melalui dinas pariwisata kota 
yogyakarta, dan kelurahan membangun ke-
percayaan masyarakat dengan melakukan 
pembinaan dan menjalankan suatu program 
yang dapat menguntungkan masyarakat kam-
pung wisata Tamansari serta dari pembinaan 
itu pula masyarakat akan merasakan manfaat 
dari kerjasama tersebut. Begitu pula dengan 
akademisi yang melakukan pengkajian terkait 
pengembangan kampung sudah mendapat ke-
percayaan dari masyarakat, berupa 
persetujuan dalam keterlibatannya di Kam-
pung wisata Tamansari. 
Komitmen terhadap proses (Commitment 
ToProcess) 
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Dalam hal ini pengembangan kampung 
wisata Tamansari pihak yang terlibat, 
perangkat daerah dinas pariwisata kota Yog-
yakarta dan lurah Patehan, akademisi, dan 
pengelola serta pelaku/penyedia jasa wisata 
saling berkomitmen. Pihak pemerintah berko-
mitmen dengan terus melakukan pembinaan 
dan pemasaran kampung wisata secara me-
nyeluruh karenakan kampung wisata dinilai 
memiliki potensi yang menarik dalam bidang 
pembangunan destinasi pariwisata khususnya 
pariwisata kota Yogyakarta, pihak akademisi 
selalu melakukan pengkajian untuk ikut terli-
bat dalam pengembangan kampung wisata 
Tamansari seperti halnya pengembangan 
fasilitas dan pengembangan SDM di kampung 
Tamansari.  

Pihak masyarakat terus melakukan 
kegiatan berupa mendukung dan 
melaksanakan semua hal yang berkaitan 
dengan kampung wisata seperti halnya 
melakukan pengelolaan kampung wisata, me-
nyiapkan atraksi wisata, dan memberi pela-
yanan untuk wisatawan seperti menyiapakan 
fasilitas dan sarana prasaranan di kampung 
wisata Tamansari. 

Kemudian masyarakat kampung 
melakukan kegiatan dengan upaya mening-
katkan pelayanan dalam penyajian atraksi me-
lalui SOP sesuai dengan 7 aspek sapta pesona. 
Komitmen tersebut berwujud dengan pelaksa-
naan tugas dan wewenang masing masing 
aktor.  
Pemahaman Bersama (Shared Understand-
ing) 

Dalam pengembangan kampung wisata Ta-
mansari, pemahaman bersama di buktikan 
dengan adanya pertemuan komunikasi antara 
aktor yang terlibat di dalam pengembangan 
kampung wisata Tamansari, pertemuan itu di 
adakan secara formal dan informal (resmi atau 
tidak resmi), dari pertemuan tersebut dimulai 
dari penyampaian Visi maupun Misi 
pemerintah kota Yogyakarta yang di tujukan 
untuk semua pihak secara luas dan terbuka, 
dan di dukung dengan kebijakan dan program 

di bidang pariwisata berupa penyelenggaraan 
kampung wisata kepada aktor yang berkaitan 
di dalamnya seperti pihak pemerintah, 
masyarakat, maupun akademisi.  

Pelaksanaan kebijakan dan program terse-
but pun di laksanakan dengan pembagian tu-
gas dan wewenang kepada pihak/aktor yang 
memiliki keterampilan di bidangnya. Dalam 
pelaksanaan nya tidak terlepas dari rasa saling 
percaya dan komitmen yang kuat agar nant-
inya tercapainya suatu tujuan dalam pengem-
bangan kampung wisata Tamansari.  
Hasil Antara (Intermediate Outcomes) 

 Hasil dari kerjasama yang terjadi pada 
pengembangan kampung wisata Tamansari 
selama ini memberikan dampak multifier ef-
fect yang cukup baik untuk perkembangan 
kampung dan unsur di dalamnya. Semua itu 
tercapai dari keterlibatan masyarakat, 
pemerintah, maupun akademisi yang terlibat 
di dalam pengembangan kampung wisata Ta-
mansari. Dengan adanya pembinaan, akredi-
tas, dan surveillance yang di lakukan oleh 
pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta 
dan lurah Patehan membuat peningkatan 
produk pariwisata di tamansari seperti halnya 
sebelumnya, serta berkembangnya pema-
haman masyarakat tentang pariwisata, dan 
juga sekarang melalui program yang ada 
membuat kampung wisata Tamansari lebih di 
kenal. Serta pengkajian yang di lakukan pihak 
akademisi berupa pengadaan WC umum 
membuat pelayanan yang di berikan langsung 
oleh masyarakat sebagai bagian dari pengel-
ola kampung wisata kepada wisatawan men-
jadi meningkat. bahwa kerjasama yang sudah 
ada dalam pengembangan kampung wisata 
menghasilkan peningkatan untuk masyarakat 
maupun kampung wisata Tamansari sendiri 
dalam memberikan pelayanan kepada 
wisatawan yang berkunjung. Dari pelayanan 
yang di berikan tersebut memberikan feed-
back berupa peningkatan wisatawan dan pada 
pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung 
wisata Tamansari karena sekarang banyaknya 
masyarakat yang menggantungkan diri pada 
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bidang pariwisata di kampung wisata Taman-
sari. 

KESIMPULAN 
 

Stakeholder primer dalam identifikasi yang 
peneliti lakukan merupakan pihak yang 
mempunyai keterlibatan secara langsung da-
lam pengembangan kampung wisata Taman-
sari yaitu seperti, pihak pemerintah meliputi 
Dinas pariwisata kota Yogyakarta dan lurah 
patehan, Pihak masyarakat meliputi pengelola 
dan pelaku/penyedia jasa wisata, pihak akad-
emi UGM. Untuk stakeholder sekunder meru-
pakan pihak yang mempunyai keterlibatan 
tidak secara langsung pihak pemerintah meli-
puti Walikota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata 
DIY, Pihak masyarakat meliputi Forkom Kam-
pung Wisata Kota Yogyakarta, dan pihak 
swasta meliputi ASITA. 

 Dalam pola hubungan kerjasama yang 
terjadi pada aktor primer dan sekunder belum 
seutuhnya menjalankan prinsip dari ko-
laborasi dengan melihat aktor yang terlibat 
dan intensitas hubungan kolaborasi yang ter-
jadi. Jika di lihat intensitas pola hubungan ker-
jasama pemerintah dengan masyarakat ber-
kategori tinggi di bandingkan hubungan 
pemerintah dengan pihak akademisi yang 
relatif rendah, dan hubungan masyarakat 
dengan pihak akademisi berkategori sedang. 
Untuk Stakeholder sekunder jika di lihat dari 
intensitas pola hubungan kerjasama 
pemerintah dan masyarakat berkategori se-
dang jika di bandingkan hubungan pemerintah 
dengan pihak swasta yang relatif tinggi, dan 
hubungan antara masyarakat dengan pihak 
swasta berkategori rendah. 

 Dalam kolaborasi yang terjadi di 
pengaruhi oleh faktor Kepemimpinan Fasilitasi 
membuat Masyarakat pelaku/penyedian jasa 
kampung masih mengandalkan seorang tokoh 
pemimpin yang menjadi panutan dalam 
kegiatan atau pengambilan kebijakan. Desain 
kelembagaan kampung wisata Tamansari 
yang dinilai kelembagaan kampung wisata Ta-
mansari masih membutuhkan penguatan. 

Pada Proses kolaborasi yang terjadi di kam-
pung tamansari yang di lakukan oleh aktor 
tidak berjalan secara bersinergi karena 
pemerintah dinas pariwisata kota yogyakarta 
saat ini tidak hanya berfokus pada pengem-
bangan kampung wisata Tamansari tetapi ber-
samaan dengan kampung wisata lain. 
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